
 

109 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arystami, N., & Tarigan, I. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah 

Gizi Stunting di Indonesia Policy Analysis on stunting Prevention in 

Indonesia. Buletin Penelitian Kesehatan, 45 (4), 233-240  

Badan Kebijakan Kementerian Kesehatan. (2022). Berita ‘Angka Stunting Turun 

menjadi 21,6 Persen. 

Bulan, Arif, Ilham. (2023). Peran Pendamping PKH dalam Upaya Pencegahan 

Stunting di Kabupaten Dompu, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik. 1(2), 

71-78.  

Deviana, J (2023). Permasalahan Stunting di Indonesia dan Penyelesaiannya, 

artikel Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

Habibullah, H. (2011). PERAN PENDAMPING PADA PROGRAM KELUARGA 

HARAPAN KABUPATEN KARAWANG, Sosio Informa, 16(2).  

Halimah, A. S. N. (2019). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Surodadi Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak [Skripsi]. UIN Walisongo Semarang. 

Ife, J,. & Tesoriero, F. (1995). Community Development: Alternatif Pengembangan 

Masyarakat di Era Globalisasi, ed.ke-3. Terjemahan: Sastrawan Manuliang, 

Nurul Yakin, dkk. . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

InfoSehat FKUI. (2020). Pentingnya Nutrisi 1000 Hari Pertama Anak untuk 

Mencegah Stunting.  

J. Milton Yinger, Toward a Field Theory of Behavior: Personality and Social 

Structure, (New york, 1965), hlm. 98.  

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Mengenal apa itu stunting.  

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan. Kementerian Sosial.  

……………………………………………... (2021). Komitmen Kemensos Dalam 

Pencegahan Stunting  

……………………………………………..  (2021). Perkuat Penanganan Stunting 

Kemensos Dorong Tenaga Pendamping Perkuat Kemitraan dan Perkaya 

Khazanah. 

Kriyantono, Rachmat. 2020. Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh. 

Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi.  



 

110 
 

 

 
 

Lestari, W., Kristiana, L., & Paramita, A. (2018). Stunting: Studi Konstruksi Sosial 

Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan Terkait Gizi dan Pola Pengasuhan 

Balita di Kabupaten Jember. Jurnal Aspirasi, 9(1), 17–33. 

Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja. 

Nadila, H, F., Nurwati, N., Santoso, M, B. (2022). Peran Pendamping Program 

Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Anak Stunting Pada 

Keluarga Penerima Manfaat. Jurnal Pekerjaan Sosial, 5(1), 17-26. 

Putri, B, R., Ifdal., Osmet. (2023), Analisis Peran Program Keluarga Harapan 

Terhadap Akses Kesehatan dan Pendidikan Pada Keluarga Penerima 

Manfaat. Jurnal Niara. 15(3), 468-475. 

Rusmin Tumanggor, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Prenada media 

Group, 2010), hlm. 58-59. 

Sarwono, S. W. (2006). Teori Teori Psikologi Sosial. PT Raja Grafindo Persada.  

Soerjono, S. (2012). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara 

………….... (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada.  

Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi 

Jawa Tengah. Sosio Konsepsi, 10(1).  

Sompie, M., Aminudin, A., & Yogopriyanto, J. (2022). Analisis Peran Pendamping 

Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Serut. Jurnal, 

1(3), 93-102. 

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. Sillalahi 

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2017). 100 

Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting).  

UNICEF. (2018). Polemik Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia.   

WHO. (2022). Maternal Health. World Health Organization. 

Wiryasaputra. (2006). Tujuh Tujuan Pendampingan  

Yuliana, Wahida & Hakim, Nul, Bawon. (2019). Darurat Stunting Dengan 

Melibatkan Keluarga. Talakar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 

Undang-Undang  

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Nasional 

Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. 

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar 

Praktik Pekerjaan Sosial 



 

111 
 

 

 
 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara 

Kesejahteraan Sosial. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerjaan 

Sosial. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

anak pada Pasal 1 ayat 4.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 

Sosial.  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin


